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Abstrak	

Perambahan	hutan	lindung	di	lereng	barat	Gunung	Slamet	mencerminkan	ketegangan	antara	kepentingan	
pelestarian	lingkungan	dan	kebutuhan	ekonomi	masyarakat	sekitar.	Sejak	era	reformasi,	sekitar	154	hektar	
kawasan	hutan	lindung	telah	beralih	fungsi	secara	ilegal	menjadi	lahan	pertanian.	Artikel	ini	menganalisis	
respons	 hukum	 negara	 terhadap	 perambahan	 tersebut	 dengan	metode	 yuridis	 normatif	 dan	 pendekatan	
konseptual	menggunakan	teori	hukum	responsif	Nonet	dan	Selznick.	Hasil	penelitian	menunjukkan	bahwa	
respons	pemerintah,	khususnya	melalui	Perum	Perhutani,	masih	bersifat	administratif	dan	temporer,	serta	
belum	disertai	kebijakan	lanjutan	yang	mampu	menjawab	akar	persoalan	sosial-ekologis,	seperti	akses	legal	
atas	lahan	dan	partisipasi	masyarakat	dalam	tata	kelola	hutan.	Kebaruan	penelitian	ini	terletak	pada	analisis	
kritis	 terhadap	 tertundanya	 penerapan	 hukum	 responsif	 akibat	 kekosongan	 kebijakan	 berkeadilan,	 serta	
penekanan	pentingnya	integrasi	hukum	lingkungan,	reforma	agraria,	dan	perhutanan	sosial	dalam	kerangka	
hukum	yang	transformatif.	Temuan	ini	menegaskan	bahwa	hukum	perlu	dikembangkan	tidak	hanya	sebagai	
instrumen	pengendalian,	tetapi	juga	sebagai	sarana	pemberdayaan	dan	keadilan	ekologis	berkelanjutan.	
Kata	Kunci:	Hukum	Responsif;	Perambahan	Hutan;	Keadilan	Ekologis;	Perhutanan	Sosial;	Gunung	Slamet.	

	
Abstract	

Encroachment	 on	 the	 protected	 forest	 of	 the	western	 slope	 of	Mount	 Slamet	 reIlects	 the	 tension	 between	
environmental	 conservation	 efforts	 and	 the	 economic	 needs	 of	 local	 communities.	 Since	 the	 reform	 era,	
approximately	154	hectares	of	protected	forest	area	have	been	illegally	converted	into	agricultural	land.	This	
article	analyzes	the	state’s	legal	response	to	this	issue	using	a	normative	juridical	method	and	a	conceptual	
approach	 based	 on	Nonet	 and	 Selznick’s	 theory	 of	 responsive	 law.	 The	 Iindings	 indicate	 that	 government	
responses,	particularly	through	Perum	Perhutani,	remain	administrative	and	temporary,	without	follow-up	
policies	capable	of	addressing	the	root	socio-ecological	problems,	such	as	legal	access	to	land	and	meaningful	
community	participation	in	forest	governance.	The	novelty	of	this	study	lies	in	its	critical	analysis	of	the	delayed	
implementation	of	responsive	law	due	to	a	policy	vacuum	in	justice-oriented	regulation,	as	well	as	its	emphasis	
on	the	need	to	integrate	environmental	law,	agrarian	reform,	and	social	forestry	within	a	transformative	legal	
framework.	This	study	underscores	that	law	should	function	not	merely	as	an	instrument	of	control,	but	also	
as	a	means	of	empowerment	and	sustainable	ecological	justice.	
Keywords:	Responsive	Law;	Forest	Encroachment;	Ecological	Justice;	Social	Forestry;	Mount	Slamet.	
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PENDAHULUAN	
Kawasan	 hutan	 lindung	 memiliki	 fungsi	 vital	 dalam	 menjaga	 keseimbangan	 ekosistem	

sebagai	penyangga	sumber	air,	pelindung	keanekaragaman	hayati,	serta	pengendali	bencana	alam	
seperti	banjir	dan	longsor	(Nia	Agus	Lestari	&	Chitra	Dewi	Yulia	Christie,	2020).	Namun,	tekanan	
terhadap	 kawasan	 ini	 terus	 meningkat	 akibat	 kebutuhan	 ekonomi	 masyarakat	 sekitar	 hutan,	
terutama	melalui	 alih	 fungsi	 lahan.	 Salah	 satu	 contoh	nyata	 terjadi	 di	 kawasan	hutan	 lindung	
lereng	 barat	 Gunung	 Slamet	 yang	 mencakup	 Kecamatan	 Sirampog	 di	 Kabupaten	 Brebes	 dan	
Kecamatan	Bumijawa	di	Kabupaten	Tegal.	Berdasarkan	data	Perum	Perhutani	KPH	Pekalongan	
Barat,	sekitar	154	hektar	kawasan	hutan	lindung	telah	mengalami	perambahan,	berupa	konversi	
ilegal	menjadi	lahan	pertanian	hortikultura	sejak	era	reformasi	hingga	saat	ini	(Setiawan,	2023).	

Aktivitas	perambahan	tersebut	tidak	hanya	menyebabkan	degradasi	ekologis	di	kawasan	
konservasi	strategis	lereng	Gunung	Slamet,	tetapi	juga	memicu	konUlik	sosial	antara	perambah,	
relawan	lingkungan,	dan	aparat	pemerintah.	Perhutani	bersama	relawan	dan	pemerintah	daerah	
telah	melakukan	upaya	pemulihan	melalui	reboisasi,	pembongkaran	bangunan	liar,	serta	dialog	
dengan	 memberikan	 kesempatan	 panen	 terlebih	 dahulu.	 Namun,	 langkah	 ini	 menghadapi	
resistensi,	 termasuk	 tindakan	 kekerasan	 terhadap	 relawan	 lingkungan,	 sementara	 aparat	
kepolisian	 belum	 menunjukkan	 penegakan	 hukum	 yang	 tegas	 terhadap	 pelaku	 perambahan	
maupun	kekerasan	tersebut	(Igong,	2025).	Kondisi	ini	mencerminkan	kompleksitas	penegakan	
hukum	 lingkungan	 di	 tingkat	 lokal	 yang	 masih	 terhambat	 oleh	 tekanan	 sosial,	 ekonomi,	 dan	
kelembagaan.	

Pengalaman	empiris	pada	kasus	perambahan	hutan	Gunung	Slamet	menunjukkan	bahwa	
pendekatan	hukum	yang	hanya	bersifat	represif	tidak	cukup	untuk	menyelesaikan	konUlik	antara	
ekspektasi	sosial	dan	kepastian	hukum	formal.	Teori	hukum	responsif	yang	dikembangkan	oleh	
Nonet	 dan	 Selznick	 menyiratkan	 bahwa	 hukum	 harus	 berfungsi	 sebagai	 institusi	 sosial	 yang	
adaptif	 terhadap	kebutuhan	masyarakat	dalam	mengakomodasi	perubahan	sosial	dan	aspirasi	
publik,	 bukan	 sekadar	 bertindak	 sebagai	 instrumen	 pengendalian	 atau	 penegakan	 formal	
semata.(Sulaiman	 &	 Nasir,	 2023)	 Pendekatan	 ini	 menekankan	 adanya	 keterbukaan	 hukum	
terhadap	nilai-nilai	sosial	dan	penerapan	norma	sesuai	konteks,	termasuk	dengan	memberi	ruang	
bagi	mekanisme	dialog,	pemberian	tindakan	restoratif,	dan	pemberdayaan	warga.	

Namun	 dalam	 praktiknya,	 pendekatan	 terhadap	 perambahan	 Gunung	 Slamet	 masih	
menunjukkan	kesenjangan	nyata	antara	norma	perundang-undangan	dan	dinamika	sosial	lokal.	
Meskipun	 Perhutani	 memberikan	 toleransi	 panen	 sebagai	 bentuk	 bentuk	 responsivitas	 awal,	
belum	terdapat	kebijakan	berkelanjutan	yang	secara	sistemik	menyasar	akar	persoalan	seperti	
pengaturan	 lahan	 alternatif,	 akses	 ekonomi	 warga,	 atau	 keterlibatan	 aktif	 masyarakat	 dalam	
rehabilitasi	ekosistem.	Tanpa	keberlanjutan	kebijakan	yang	berpihak	dan	inklusif,	teori	hukum	
responsif	hanya	menjadi	retorika	tanpa	realitas	praktis.	Oleh	karena	itu,	pendekatan	ini	menuntut	
tiga	 unsur	 penting:	 kapasitas	 adaptif	 hukum,	 akuntabilitas	 kelembagaan,	 serta	 keikutsertaan	
masyarakat	dalam	merumuskan	dan	melaksanakan	kebijakan	yang	adil	dan	ekologis.	

Beberapa	 penelitian	 sebelumnya	 telah	mengkaji	 persoalan	 perambahan	 kawasan	 hutan	
lindung	di	sekitar	Gunung	Slamet	maupun	kawasan	konservasi	lainnya.	Aprillia	dan	Widiyastuti	
(2021)	memetakan	perubahan	penggunaan	lahan	kawasan	lindung	Gunung	Slamet	di	Kabupaten	
Banyumas	dan	menunjukkan	terjadinya	alih	fungsi	lahan	yang	masif	dalam	periode	2008–2019	
(Aprillia	 &	 Widiyastuti,	 2021).	 Sahid	 dan	 Gunawan	 (2012)	 menekankan	 pentingnya	
pemberdayaan	masyarakat	dalam	pengelolaan	hutan	 lindung	di	 lereng	selatan	Gunung	Slamet	
(Sahid	&	Gunawan,	2012).	sementara	Deni	(2011)	mengidentiUikasi	lemahnya	penegakan	hukum	
dan	keterbatasan	akses	ekonomi	sebagai	faktor	pendorong	perambahan	di	kawasan	konservasi	
lain	 (Deni,	 2011).	 Meskipun	 demikian,	 penelitian-penelitian	 tersebut	 belum	 secara	 spesiUik	
menganalisis	perambahan	hutan	lindung	Gunung	Slamet	dalam	kerangka	teori	hukum	responsif	
Nonet	dan	Selznick,	khususnya	terkait	kekosongan	kebijakan	hukum	lanjutan	yang	berkeadilan	
sebagai	faktor	tertundanya	transformasi	hukum	menuju	keadilan	ekologis.	

Urgensi	penelitian	ini	terletak	pada	kebutuhan	untuk	mengkaji	secara	kritis	respons	hukum	
negara	 terhadap	 perambahan	 hutan	 lindung	 yang	 melibatkan	 dimensi	 sosial,	 ekonomi,	 dan	
kelembagaan	 secara	 kompleks.	 Tanpa	 kebijakan	 lanjutan	 yang	 berkeadilan	 dan	 responsif,	
penegakan	hukum	cenderung	bersifat	represif	dan	tidak	menyentuh	akar	persoalan	struktural	
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yang	mendorong	perambahan.	Oleh	karena	itu,	artikel	ini	bertujuan	untuk	menganalisis	sejauh	
mana	 kebijakan	 pemerintah	 dalam	 menangani	 perambahan	 hutan	 lindung	 Gunung	 Slamet	
mencerminkan	prinsip	hukum	responsif,	serta	menilai	relevansi	teori	hukum	responsif	Nonet	dan	
Selznick	dalam	merumuskan	kebijakan	berkelanjutan	yang	berorientasi	pada	keadilan	sosial	dan	
ekologis.	
	
METODE	PENELITIAN	

Penelitian	 ini	 menggunakan	 metode	 yuridis	 normatif	 dengan	 pendekatan	 hukum	 yang	
menitikberatkan	pada	pengkajian	norma	hukum	tertulis,	baik	peraturan	perundang-undangan	
maupun	 doktrin	 hukum,	 untuk	 menganalisis	 kesenjangan	 antara	 ketentuan	 hukum	 positif	
mengenai	perlindungan	hutan	lindung,	seperti	UU	No.	41	Tahun	1999	tentang	Kehutanan,	dengan	
praktik	 sosial	 di	 Gunung	 Slamet	 (Soekanto	 &	 Mamudji,	 2010).	 Pendekatan	 konseptual	 juga	
diterapkan	dengan	memanfaatkan	teori	hukum	responsif	Nonet	dan	Selznick	sebagai	kerangka	
analisis	untuk	menilai	adaptivitas	hukum	terhadap	kebutuhan	sosial	dan	keadilan	ekologis.	Data	
hukum	dikumpulkan	melalui	studi	dokumentasi	bahan	hukum	primer	dan	sekunder,	kemudian	
dianalisis	 secara	 kualitatif	 normatif	 dengan	menafsirkan,	 membandingkan,	 dan	mengevaluasi	
relevansi	serta	efektivitas	norma	hukum	terhadap	situasi	konkret	(Marzuki,	2017).	Pendekatan	
ini	memungkinkan	penelitian	untuk	secara	sistematis	mengkaji	ketentuan	hukum	yang	berlaku,	
menilai	relevansi	dan	efektivitasnya	terhadap	praktik	sosial,	serta	memastikan	bahwa	metode,	
teknik	 pengumpulan	 data,	 dan	 analisis	 hukum	 yang	 digunakan	 konsisten	 dengan	 rumusan	
masalah	penelitian.	
	
HASIL	DAN	PEMBAHASAN	 	
Fakta	Hukum	dan	Posisi	Norma	dalam	Kasus	Perambahan	Hutan	Gunung	Slamet	

Aktivitas	perambahan	hutan	lindung	di	 lereng	barat	Gunung	Slamet,	tepatnya	di	wilayah	
Kecamatan	Sirampog	(Kabupaten	Brebes)	dan	Bumijawa	(Kabupaten	Tegal),	telah	berlangsung	
sejak	era	reformasi	dan	menunjukkan	peningkatan	dalam	beberapa	tahun	terakhir.	Berdasarkan	
data	Perum	Perhutani	KPH	Pekalongan	Barat,	sekitar	154	hektar	kawasan	hutan	lindung	telah	
beralih	fungsi	menjadi	lahan	pertanian	hortikultura,	terdiri	dari	106	hektar	di	wilayah	Brebes	dan	
48	hektar	di	wilayah	Tegal	(Setiawan,	2023).	Aktivitas	ini	melibatkan	masyarakat	lokal	yang
secara	ilegal	mengolah	lahan	negara	untuk	kepentingan	ekonomi	rumah	tangga.	Perambahan	ini	
dilaporkan	 oleh	 berbagai	 pihak,	 termasuk	 relawan	 lingkungan,	 dan	 mendorong	 Perhutani	
bersama	 aparat	 pemerintah	 melakukan	 pembongkaran	 bangunan	 serta	 reboisasi,	 meskipun	
dihadapkan	pada	resistensi	berupa	tindakan	kekerasan	terhadap	relawan	oleh	oknum	perambah	
(Igong,	2025).	

Berdasarkan	kajian	etnoekologi	yang	dilakukan	di	lereng	barat	Gunung	Slamet,	khususnya	
di	wilayah	Paguyangan	yang	berdekatan	dengan	Sirampog,	diketahui	bahwa	permukiman	warga	
berada	cukup	dekat	dan	bahkan	mengelilingi	kawasan	hutan	negara	yang	disebut	wanah,	yang	
digunakan	sebagai	 lahan	pertanian	di	bawah	pengelolaan	Perhutani.	Setidaknya	40%	dari	 luas	
desa	di	wilayah	 ini	merupakan	kawasan	hutan	milik	negara,	 yang	menjadikan	 sebagian	besar	
warga	berprofesi	sebagai	buruh	tani	dibanding	petani	pemilik	lahan	karena	keterbatasan	akses	
terhadap	tanah	pribadi	(Fikriyya	et	al.,	2022).	Kondisi	ini	menunjukkan	bahwa	secara	spasial	dan	
ekonomi,	keberadaan	warga	sangat	beririsan	langsung	dengan	kawasan	hutan	lindung,	sehingga	
tekanan	terhadap	kawasan	tersebut	menjadi	sangat	tinggi.	Pengelolaan	hutan	oleh	masyarakat	
melalui	sistem	pesanggem	atau	penggarap	lahan	milik	Perhutani	pun	tidak	selalu	didukung	oleh	
legalitas	atau	mekanisme	pengawasan	yang	optimal.	Dalam	perspektif	hukum	responsif,	kondisi	
tersebut	 menunjukkan	 bahwa	 keberlakuan	 norma	 kehutanan	 tidak	 dapat	 dilepaskan	 dari	
struktur	sosial-ekonomi	masyarakat	di	sekitarnya,	karena	hukum	yang	tidak	mempertimbangkan	
konteks	sosial	berisiko	kehilangan	efektivitas	dan	legitimasi	di	tingkat	implementasi	(Asa	et	al.,	
2021).	 Dengan	 demikian,	 perambahan	 tidak	 semata-mata	 merupakan	 pelanggaran	 hukum	
individual,	tetapi	juga	mencerminkan	kegagalan	hukum	dalam	merespons	kebutuhan	sosial	yang	
nyata.	
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Konversi	lahan	hutan	lindung	menjadi	kebun	sayur	seperti	kentang	(Solanum	tuberosum),	
kol	 (Brassica	 oleracea),	 dan	 jagung	 (Zea	mays)	 yang	umum	dijumpai	 di	wilayah	Cipetung	dan	
Pandansari	 menjadi	 indikator	 dominasi	 pola	 pertanian	 hortikultura	 dalam	 kawasan	 wanah	
(Fikriyya	et	al.,	2022).	Hal	ini	menegaskan	bahwa	meskipun	wanah	secara	administratif	dikelola	
oleh	 Perhutani,	 praktik	 di	 lapangan	 menunjukkan	 intensitas	 pemanfaatan	 yang	 tinggi	 oleh	
masyarakat	 secara	 semi-otonom.	 Ketiadaan	mekanisme	 hukum	 yang	menata	 ulang	 akses	 dan	
pengelolaan	kawasan	inilah	yang	menjadi	pemicu	konUlik	ekologis	dan	sosial.	Dengan	demikian,	
aktor	utama	dalam	perambahan	ini	bukan	hanya	masyarakat	penggarap,	tetapi	juga	mencakup	
kelembagaan	 negara	 yang	 belum	 hadir	 secara	 responsif	 untuk	 menyediakan	 kebijakan	
berkeadilan	dan	berkelanjutan	dalam	tata	kelola	kawasan	hutan	lindung.	

Perambahan	 kawasan	 hutan	 lindung	 di	 lereng	 barat	 Gunung	 Slamet,	 yang	 dilakukan	
masyarakat	secara	ilegal	untuk	keperluan	budidaya	pertanian,	secara	jelas	melanggar	ketentuan	
Undang-Undang	Nomor	41	Tahun	1999	tentang	Kehutanan,	khususnya	Pasal	50	ayat	(3)	huruf	a	
dan	b,	yang	melarang	setiap	orang	merambah	dan	memanfaatkan	kawasan	hutan	tanpa	izin	dari	
pihak	yang	berwenang.	Pelanggaran	ini	juga	dapat	dikenakan	sanksi	pidana	sebagaimana	diatur	
dalam	Pasal	78	ayat	(2)	UU	Kehutanan,	dengan	ancaman	pidana	penjara	maksimal	10	tahun	dan	
denda	maksimal	Rp5	miliar.	Selain	itu,	tindakan	ini	berpotensi	melanggar	Undang-Undang	Nomor	
18	 Tahun	 2013	 tentang	 Pencegahan	 dan	 Pemberantasan	 Perusakan	 Hutan	 (UU	 P3H),	 yang	
mengatur	 sanksi	 pidana	 lebih	 berat	 terhadap	 perusakan	 hutan	 dalam	 kawasan	 lindung	
(Harimbawan	et	al.,	2022).	Dalam	konteks	hukum	administratif,	ketentuan	Peraturan	Pemerintah	
No.	45	Tahun	2004	tentang	Perlindungan	Hutan	juga	mengharuskan	adanya	pengawasan	ketat	
dan	penegakan	hukum	terhadap	perubahan	fungsi	kawasan	lindung	secara	ilegal.	

Namun,	 dalam	praktiknya,	 penegakan	hukum	atas	 pelanggaran	 tersebut	 belum	berjalan	
secara	optimal.	Meskipun	pelanggaran	terhadap	norma	hukum	yang	bersifat	jelas	sudah	terjadi,	
belum	 ada	 tindakan	 hukum	 pidana	 tegas	 dari	 aparat	 penegak	 hukum	 terhadap	 pelaku	
perambahan	maupun	 aktor	 kekerasan	 terhadap	 relawan	 lingkungan.	 Padahal,	 secara	 teoritis,	
hukum	pidana	kehutanan	bertujuan	sebagai	perlindungan	kepentingan	publik	dan	 lingkungan	
hidup	(Said	&	Ifrani,	2019).	Tidak	tegasnya	aparat	penegak	hukum	serta	minimnya	sarana	dan	
prasarana	 di	 lapangan	 menjadi	 penghambat	 utama	 dalam	 pelaksanaan	 fungsi	 hukum	
sebagaimana	 mestinya	 (Soekanto,	 2008).	 Hal	 ini	 menunjukkan	 terjadinya	 deviasi	 antara	
keberadaan	norma	hukum	positif	dengan	tingkat	implementasinya,	atau	dalam	istilah	normative	
disconnection,	 yaitu	 kondisi	 ketika	 norma	 tidak	 efektif	 diimplementasikan	 karena	 lemahnya	
institusi,	 sumber	 daya,	 dan	 keberpihakan	 (Said	 &	 Ifrani,	 2019).	 Fenomena	 normative	
disconnection	 ini	 mempertegas	 bahwa	 keberadaan	 norma	 hukum	 kehutanan	 yang	 bersifat	
represif	 belum	 diimbangi	 dengan	 kapasitas	 institusional	 dan	 kebijakan	 operasional	 yang	
memadai,	sehingga	hukum	kehilangan	daya	pengaturnya	dalam	praktik	sosial.	Dalam	kerangka	
hukum	 responsif,	 kondisi	 ini	menandakan	 dominasi	model	 hukum	otonom	yang	menekankan	
kepatuhan	 formal,	namun	belum	berkembang	ke	arah	hukum	yang	adaptif	 terhadap	dinamika	
sosial-ekologis	(Sulaiman	&	Nasir,	2023).	

Lebih	 jauh,	 ketidakmampuan	 negara	 dalam	 menyediakan	 kebijakan	 turunan	 yang	
menjawab	kebutuhan	ekonomi	dan	akses	masyarakat	terhadap	sumber	daya	alam	memperparah	
pelanggaran	hukum	kehutanan.	Seperti	yang	diuraikan	dalam	kajian	konUlik	agraria	di	Pagaralam,	
perambahan	hutan	seringkali	terjadi	karena	kombinasi	antara	kebutuhan	ekonomi	masyarakat	
dan	kekosongan	regulasi	yang	mengatur	akses	legal	secara	adil	dan	partisipatif	(Lestami	et	al.,	
2025).	 Kondisi	 ini	 menunjukkan	 bahwa	 pelanggaran	 hukum	 kehutanan	 tidak	 berdiri	 sendiri	
sebagai	tindakan	ilegal,	melainkan	merupakan	respons	terhadap	absennya	kebijakan	struktural	
yang	mampu	menjembatani	kepentingan	konservasi	dan	keberlanjutan	ekonomi	masyarakat.	Hal	
serupa	 juga	 tercermin	 di	 kawasan	 Gunung	 Slamet,	 di	 mana	 belum	 tersedia	 kebijakan	 jangka	
panjang,	 seperti	 skema	 perhutanan	 sosial	 atau	 penataan	 ruang	 partisipatif,	 untuk	menangani	
akar	masalah	struktural	dari	perambahan.	Oleh	karena	 itu,	selain	menegakkan	hukum	pidana,	
negara	perlu	melakukan	reformasi	kebijakan	kehutanan	secara	inklusif	agar	norma	hukum	tidak	
hanya	 berfungsi	 secara	 represif,	 tetapi	 juga	 bersifat	 transformatif	 dalam	 mengelola	 konUlik	
ekologis	dan	sosial	(Rasji	et	al.,	2024).	
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Perum	 Perhutani	 sebagai	 BUMN	 pengelola	 hutan	 negara	 di	 Pulau	 Jawa	 dan	 Madura	
memiliki	tugas	dan	wewenang	yang	jelas	sesuai	Peraturan	Pemerintah	No 72	Tahun	2010,	antara	
lain	 menyusun	 rencana	 pengelolaan	 hutan,	 merehabilitasi,	 melindungi	 kawasan,	 dan	
memberdayakan	masyarakat	lokal	melalui	program	agroforestri	serta	hutan	rakyat	(Perhutani,	
2024).	 Sebagai	 unit	 pengelolaan,	 Perhutani	 KPH	 Pekalongan	 Barat	 memiliki	 tanggung	 jawab	
untuk	menjamin	kelestarian	kawasan	hutan	lindung,	menetapkan	batas,	serta	memastikan	bahwa	
kesalahan	 alih	 fungsi	 hutan	 dapat	 diantisipasi	 melalui	 upaya	 pencegahan	 dan	 perlindungan	
formal.	Kewenangan	ini	relevan	untuk	menganalisis	tindakan	awal	terhadap	perambahan,	karena	
menghubungkan	 antara	mandat	 teknis	 organisasi	 dengan	 kualitas	 respon	 terhadap	 ketegasan	
hukum	dan	perlindungan	publik.	

Dalam	kasus	perambahan	hutan	lindung	Gunung	Slamet,	Perhutani	bersama	relawan	dan	
aparat	 pemerintah	 daerah	 merespons	 dengan	 tindakan	 rehabilitasi	 berupa	 reboisasi	 dan	
pembongkaran	bangunan	 liar	 yang	berdiri	 di	 dalam	kawasan	hutan	 lindung.	Namun,	 sebelum	
penertiban	dilakukan,	masyarakat	perambah	diberi	tenggang	waktu	untuk	memanen	hasil	tanam	
mereka	 terlebih	 dahulu.	 Langkah	 ini	 dimaksudkan	 sebagai	 upaya	 komunikasi	 persuasif	 dan	
bentuk	 kebijakan	 humanis	 agar	 tidak	 terjadi	 konUlik	 langsung	 di	 lapangan	 (Setiawan,	 2023).	
Pendekatan	awal	yang	dilakukan	Perhutani	mencerminkan	upaya	kompromistis	dan	pragmatis	
dalam	meredam	ketegangan	sosial.	Namun,	strategi	 tersebut	bersifat	 jangka	pendek	dan	 tidak	
disertai	dengan	peta	jalan	kebijakan	lanjutan	untuk	mengatur	ulang	akses	dan	pengelolaan	lahan	
secara	legal	dan	berkelanjutan,	sehingga	efektivitasnya	masih	terbatas.	Dalam	perspektif	hukum	
responsif,	respons	kelembagaan	semacam	ini	menunjukkan	kecenderungan	penanganan	konUlik	
yang	bersifat	reaktif	dan	teknokratis,	tanpa	disertai	transformasi	kebijakan	yang	menyentuh	akar	
persoalan	struktural,	yakni	ketimpangan	akses	terhadap	sumber	daya	hutan	(Asa	et	al.,	2021).	

Meskipun	 Perhutani	 telah	 menjalankan	 sebagian	 fungsinya	 sebagai	 institusi	 pengelola	
kawasan	 hutan,	 respons	 yang	 diberikan	 terhadap	 perambahan	 cenderung	 bersifat	 teknis	
administratif	 dan	belum	disertai	 dengan	pendekatan	 kebijakan	 jangka	panjang	 yang	 sistemik.	
Belum	 terlihat	 adanya	 keterlibatan	 masyarakat	 dalam	 perumusan	 solusi	 alternatif,	 maupun	
skema	legal	yang	memungkinkan	akses	lahan	secara	sah	dan	berkelanjutan.	Sebagaimana	disoroti	
oleh	Harimbawan	dkk,	bahwa	lemahnya	integrasi	antara	penegakan	hukum	formal	dan	kebijakan	
sosial	yang	transformatif	menjadi	salah	satu	kendala	utama	dalam	pengelolaan	konUlik	kehutanan	
di	 Indonesia	 (Harimbawan	 et	 al.,	 2022).	 Oleh	 karena	 itu,	 efektivitas	 kelembagaan	 dalam	
menangani	perambahan	tidak	hanya	bergantung	pada	pelaksanaan	mandat	administratif,	tetapi	
juga	 pada	 sejauh	 mana	 lembaga	 mampu	 membaca	 akar	 konUlik	 sosial	 secara	 utuh	 dan	
meresponsnya	dengan	pendekatan	yang	adaptif.	
Analisis	Respons	Pemerintah	dalam	Perspektif	Teori	Hukum	Responsif	

Dalam	konteks	penanganan	perambahan	hutan	lindung	di	lereng	Gunung	Slamet,	respons	
awal	dari	Perhutani	mencerminkan	pendekatan	administratif	dan	kompromistis.	Langkah	yang	
diambil	berupa	pemberian	tenggang	waktu	kepada	masyarakat	untuk	memanen	hasil	pertanian	
sebelum	 dilakukan	 pembongkaran	 dan	 reboisasi	 kawasan	 hutan	 yang	 dialihfungsikan,	
merupakan	 kebijakan	 yang	 secara	 sepintas	 tampak	 akomodatif	 terhadap	 kebutuhan	 ekonomi	
warga	(Setiawan,	2023).	Namun,	tindakan	ini	tidak	disertai	dengan	program	keberlanjutan	jangka	
panjang	seperti	skema	legalisasi	terbatas,	penguatan	perhutanan	sosial,	atau	partisipasi	warga	
dalam	rehabilitasi.	Oleh	karena	itu,	respons	tersebut	belum	bisa	dikategorikan	sebagai	inklusif	
dan	 berkeadilan	 secara	 substantif	 karena	 tidak	 menyasar	 akar	 masalah	 sosial	 ekonomi	
masyarakat	sekitar	hutan.	Temuan	 ini	menunjukkan	bahwa	kebijakan	Perhutani	masih	berada	
pada	 tataran	 pengelolaan	 konUlik	 jangka	 pendek	 dan	 belum	 mencerminkan	 pergeseran	
paradigma	 dari	 hukum	 administratif	 ke	 hukum	 yang	 berorientasi	 pada	 keadilan	 substantif,	
sebagaimana	dituntut	dalam	kerangka	hukum	responsif	(Asa	et	al.,	2021).	

Bila	dianalisis	dengan	menggunakan	teori	hukum	responsif	yang	dikembangkan	oleh	Nonet	
dan	 Selznick,	 hukum	 tidak	 seharusnya	 hanya	 menjadi	 instrumen	 kekuasaan	 atau	 prosedural	
semata,	 melainkan	 harus	 mampu	 bertransformasi	 menjadi	 institusi	 sosial	 yang	 melayani	
kebutuhan	masyarakat	dalam	situasi	 transisi	sosial	dan	konUlik	(Asa	et	al.,	2021).	Tipe	hukum	
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responsif	ditandai	oleh	pergeseran	fokus	dari	aturan	ke	prinsip	dan	tujuan,	 terutama	keadilan	
substantif,	partisipasi	publik,	dan	pemberdayaan	sosial	(Sulaiman	&	Nasir,	2023).	Dalam	hal	ini,	
kebijakan	 Perhutani	 belum	 memenuhi	 kriteria	 tersebut	 karena	 tidak	 menunjukkan	 adanya	
mekanisme	pelibatan	aktif	masyarakat,	 tidak	menyediakan	jalur	transisi	 legal	bagi	warga	yang	
sudah	telanjur	membuka	lahan,	serta	tidak	mengupayakan	skema	alternatif	yang	dapat	menjamin	
kelestarian	 hutan	 bersamaan	 dengan	 pemenuhan	 hak	 sosial-ekonomi	 warga.	 Ketidakhadiran	
mekanisme	transisi	legal	dan	pemberdayaan	sosial	menandakan	bahwa	hukum	masih	berfungsi	
secara	prosedural,	bukan	sebagai	sarana	pemecahan	masalah	sosial	yang	kontekstual,	sehingga	
jarak	antara	norma	hukum	dan	realitas	sosial	tetap	terpelihara	(Sulaiman	&	Nasir,	2023)	

Dengan	 demikian,	 dapat	 dikatakan	 bahwa	 meskipun	 Perhutani	 menunjukkan	 kemauan	
untuk	menghindari	konUlik	secara	langsung	melalui	langkah	persuasif,	kebijakan	tersebut	belum	
sepenuhnya	mencerminkan	model	 hukum	 responsif	 sebagaimana	 dikonseptualkan	Nonet	 dan	
Selznick.	Hukum	responsif	tidak	hanya	menuntut	keterbukaan	terhadap	nilai-nilai	sosial,	tetapi	
juga	 keberanian	 institusi	 hukum	 untuk	 mendesain	 ulang	 kebijakan	 secara	 partisipatif	 dan	
transformatif	 (Asa	 et	 al.,	 2021).	 Ketidakhadiran	 kebijakan	 jangka	 panjang	 pasca-panen	
menciptakan	 ruang	 kosong	 kebijakan	 (policy	 vacuum)	 yang	 berpotensi	 mendorong	 praktik	
perambahan	ulang.	Dalam	kerangka	ini,	hukum	tidak	boleh	berhenti	pada	toleransi	administratif,	
melainkan	harus	berorientasi	pada	keadilan	substantif	yang	memungkinkan	masyarakat	terlibat	
secara	aktif	dalam	pengelolaan	sumber	daya	alam	(Sulaiman	&	Nasir,	2023).	Tanpa	pendekatan	
yang	demikian,	tindakan	negara	hanya	akan	bersifat	reaktif	dan	tidak	menjawab	akar	struktural	
dari	 konUlik	 sosial-ekologis	 yang	 terjadi.	 Dalam	 perspektif	 hukum	 responsif,	 kekosongan	
kebijakan	ini	mencerminkan	kegagalan	negara	dalam	memanfaatkan	hukum	sebagai	instrumen	
pembaruan	sosial	yang	seharusnya	mampu	mengarahkan	perubahan	perilaku	masyarakat	secara	
berkelanjutan	(Asa	et	al.,	2021).	

Ketiadaan	kebijakan	lanjutan	yang	mampu	menjawab	akar	persoalan	sosial-ekologis	dalam	
kasus	 perambahan	 hutan	 lindung	 Gunung	 Slamet	 menunjukkan	 kelemahan	 mendasar	 dalam	
pendekatan	 pemerintah,	 khususnya	 Perhutani,	 dalam	 menangani	 konUlik	 agraria	 berbasis	
kebutuhan	hidup	masyarakat.	Respons	awal	yang	hanya	memberi	tenggang	waktu	panen	tanpa	
disertai	 skema	 redistribusi,	 integrasi	 perhutanan	 sosial,	 atau	 program	 pemberdayaan	
masyarakat,	menjadikan	penyelesaian	kasus	ini	bersifat	sesaat	dan	administratif	semata.	Dalam	
pendekatan	hukum	responsif,	kebijakan	harus	dirancang	untuk	menjangkau	akar	persoalan	sosial	
secara	struktural	bukan	sekadar	menegakkan	norma	hukum	secara	prosedural	(Asa	et	al.,	2021).	
Ketika	masyarakat	menggantungkan	hidup	pada	tanah	yang	mereka	garap,	maka	solusi	 jangka	
pendek	tanpa	reformasi	struktural	berisiko	menciptakan	siklus	pelanggaran	yang	berulang.	

Kondisi	 ini	menandakan	kegagalan	negara	dalam	menjalankan	 fungsi	hukumnya	sebagai	
sarana	 transformasi	 sosial,	 di	 mana	 hukum	 seharusnya	 berperan	 aktif	 mengubah	 kondisi	
struktural	yang	mendorong	terjadinya	pelanggaran,	bukan	sekadar	mengendalikan	dampaknya	
(Dermawan	et	al.,	2024).	Ketika	negara	hanya	menghadirkan	hukum	untuk	melindungi	kawasan	
tanpa	 menyusun	 program	 keadilan	 distribusional,	 maka	 hukum	 kehilangan	 dimensi	 etis	 dan	
sosialnya.	Hal	ini	diperkuat	oleh	penelitian	Doni	Dermawan	dkk	yang	menyatakan	bahwa	hukum	
responsif	mensyaratkan	integrasi	antara	kekuasaan	dan	moral	publik,	di	mana	negara	tidak	boleh	
netral	 terhadap	 kelompok	 rentan	 yang	 terdorong	 melakukan	 pelanggaran	 karena	 absennya	
dukungan	struktural	(Dermawan	et	al.,	2024).	Oleh	karena	itu,	kebijakan	hukum	harus	dirancang	
untuk	 mengubah	 kondisi	 sosial	 yang	 mendorong	 terjadinya	 pelanggaran,	 bukan	 sekadar	
menanggulangi	gejalanya.	

Kelemahan	respons	juga	terletak	pada	absennya	partisipasi	aktif	masyarakat	dalam	proses	
perumusan	 dan	 implementasi	 kebijakan	 kehutanan.	 Hukum	 responsif	 tidak	 dapat	 berfungsi	
optimal	 jika	 hanya	 bersandar	 pada	 otoritas	 administratif	 tanpa	 melibatkan	 pemangku	
kepentingan	utama,	yakni	masyarakat	sekitar	hutan.	Seperti	dinyatakan	oleh	Rahardjo,	hukum	
akan	 mandul	 jika	 tidak	 memiliki	 ruang	 dialog	 antara	 pembentuk	 dan	 yang	 dikenai	 hukum.	
Respons	hukum	yang	tidak	berbasis	kebutuhan	riil	dan	partisipatif	hanya	akan	melanggengkan	
jurang	antara	hukum	dan	keadilan	(Rahardjo,	2011).	Maka,	dalam	konteks	kasus	Gunung	Slamet,	
absennya	 mekanisme	 transisi	 legal	 bagi	 para	 perambah	 dan	 tidak	 adanya	 jaminan	 atas	 hak	
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penghidupan	 alternatif	 menjadi	 bukti	 bahwa	 kebijakan	 pemerintah	 masih	 jauh	 dari	 prinsip	
hukum	yang	adil,	progresif,	dan	responsif.	

Negara	 seharusnya	 menjalankan	 fungsi	 hukum	 sebagai	 institusi	 yang	 tidak	 hanya	
menegakkan	aturan,	tetapi	juga	menginisiasi	perubahan	sosial	inklusif	sebuah	ciri	utama	hukum	
responsif	 menurut	 Nonet	 dan	 Selznick.	 Namun,	 dalam	 penanganan	 perambahan	 di	 Gunung	
Slamet,	negara	cenderung	mendominasi	 tata	kelola	berdasarkan	hierarki	administratif	 formal,	
bukan	melalui	dialog	masyarakat	atau	adaptasi	kebijakan	berbasis	realitas	lokal.	Respons	awal	
berupa	 reboisasi	 dan	 penertiban	memang	 dijalankan,	 tetapi	 tanpa	 rekayasa	 kebijakan	 jangka	
menengah	terhadap	akses	masyarakat.	Padahal,	studi	permadi	dkk	menunjukkan	bahwa	dalam	
skema	 perhutanan	 sosial	 di	 DIY,	 kebijakan	 yang	 berhasil	 justru	 yang	 melibatkan	 demokrasi	
kolaboratif	 dan	 penyesuaian	 regulasi	 sesuai	 kebutuhan	masyarakat	 setempat	 (Permadi	 et	 al.,	
2022).	Dengan	demikian,	 rekomendasi	kebijakan	yang	diajukan	 tidak	hanya	bersifat	normatif,	
tetapi	 juga	 mereUleksikan	 kebutuhan	 untuk	 menyelaraskan	 struktur	 hukum,	 kapasitas	
kelembagaan,	 dan	 kondisi	 sosial-ekologis	 masyarakat	 sekitar	 hutan	 sebagaimana	 ditekankan	
dalam	kerangka	hukum	responsif	(Permadi	et	al.,	2022).	

Selanjutnya,	 observasi	 pada	 gagasan	 hukum	 responsif	 menunjukkan	 bahwa	 negara	
seharusnya	menyediakan	 ruang	 regulatif	 bagi	 partisipasi	 publik	 dan	membentuk	mekanisme	
hukum	 yang	 lentur	 terhadap	 aspirasi	 sosial .	 Dalam	 konteks	 Gunung	 Slamet,	 praktik	 serupa	
sebenarnya	telah	lama	dijalankan	melalui	skema	perhutanan	sosial	(social	forestry)	seperti	Hutan	
Desa	dan	Kemitraan	Perhutanan,	namun	implementasinya	masih	sporadis	dan	sering	terkendala	
oleh	 birokrasi	 dan	 kekurangan	 kapasitas	 lembaga	 (Ramadhan	 et	 al.,	 2023).	 Tanpa	 adanya	
pendalaman	yang	sistematis,	negara	hanya	menjalankan	 fungsi	administratif	dan	pengawasan,	
bukan	menggerakkan	hukum	sebagai	alat	pembaruan	sosial	yang	transformatif.	

Lebih	 jauh	 lagi,	 kombinasi	 pendekatan	 respons	 administratif	 dan	 prioritas	 penegakan	
hukum	 formal	 tanpa	 dukungan	 kebijakan	 struktural	 telah	 menciptakan	 situasi	 Kekosongan	
kebijakan	yang	berpotensi	memicu	pelanggaran	ulang	di	masa	depan .	Sosok	negara	yang	ideal	
menurut	tubuh	teori	responsif	justru	adalah	negara	yang	mampu	merumuskan	regulasi	adaptif	
dan	kebijakan	hukum	substansial	misalnya	program	jaring	pengaman	sosial,	pemberian	legalitas	
lahan	terbatas	bagi	petani	lokal,	atau	kemitraan	pengelolaan	hutan	bersama	masyarakat	bukan	
sekadar	memberikan	tenggang	waktu	atau	melakukan	penertiban	sepihak.	Dalam	hal	ini,	negara	
belum	benar-benar	menjalankan	fungsinya	sebagai	 institusi	hukum	responsif	sehingga	potensi	
hukum	sebagai	sarana	transformasi	sosial	masih	jauh	dari	maksimal.	
Kebutuhan	 Kebijakan	 Berkeadilan:	 Merumuskan	 Prinsip	 Hukum	 Responsif	 secara	
Substantif	

Kebutuhan	akan	kebijakan	hukum	yang	berkeadilan	dalam	menangani	perambahan	hutan	
lindung	di	 lereng	Gunung	Slamet	mendesak	untuk	dirumuskan	secara	substantif,	bukan	hanya	
sebagai	 respons	 sesaat.	 Salah	 satu	pendekatan	yang	dinilai	 relevan	dan	 inklusif	 adalah	 skema	
perhutanan	sosial.	Skema	ini	memberikan	akses	legal	dan	terstruktur	kepada	masyarakat	sekitar	
hutan	 untuk	 memanfaatkan	 kawasan	 hutan	 secara	 lestari,	 sekaligus	 menghindari	 praktik	
perambahan	 ilegal.	Dalam	konteks	 ini,	 Perhutanan	 Sosial	menjadi	wujud	 konkret	 dari	 prinsip	
hukum	 responsif	 karena	 memperkuat	 partisipasi	 masyarakat	 serta	 menyeimbangkan	 antara	
pelestarian	 lingkungan	 dan	 kesejahteraan	 ekonomi	 (Permadi	 et	 al.,	 2022).	 Namun,	 skema	 ini	
masih	 menghadapi	 tantangan	 dalam	 implementasinya,	 terutama	 dari	 sisi	 kejelasan	 regulasi	
teknis,	dukungan	anggaran,	dan	kepastian	kelembagaan	di	tingkat	tapak.	

Selain	 perhutanan	 sosial,	 agenda	 reforma	 agraria	 yang	 berbasis	 pada	 keadilan	 ekologis	
perlu	menjadi	 bagian	 integral	 dari	 solusi	 kebijakan.	 Reforma	 agraria	 dalam	 konteks	 ini	 tidak	
hanya	bermakna	redistribusi	tanah,	tetapi	juga	pengakuan	atas	hak	kelola	masyarakat	adat	dan	
lokal	atas	lahan	yang	telah	mereka	manfaatkan	secara	turun-temurun.	Penataan	ulang	struktur	
kepemilikan	 dan	 penguasaan	 lahan	 dengan	 memperhatikan	 daya	 dukung	 lingkungan	 dapat	
mengurangi	konUlik	agraria	sekaligus	mencegah	degradasi	kawasan	hutan	(Leri	et	al.,	2024).	Oleh	
karena	itu,	kebijakan	agraria	dan	kehutanan	harus	dirumuskan	dalam	satu	kerangka	regulasi	yang	
menjamin	hak-hak	ekologis	dan	sosio-ekonomi	masyarakat.	
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Prinsip-prinsip	 hukum	 responsif	 sebagaimana	 dikemukakan	 oleh	 Nonet	 dan	 Selznick	
mengedepankan	 orientasi	 nilai,	 partisipasi	 publik,	 serta	 integrasi	 kepentingan	 sosial	 dalam	
proses	hukum.	Dalam	konteks	perambahan	hutan	Gunung	Slamet,	prinsip	ini	menuntut	negara	
untuk	tidak	hanya	menetapkan	norma	pelarangan	dan	penegakan	hukum,	tetapi	juga	aktif	dalam	
membangun	 sistem	 sosial-ekologis	 yang	 adil	 dan	 lestari.	 Artinya,	 hukum	 tidak	boleh	berhenti	
pada	 aspek	 normatif,	 tetapi	 harus	 hidup	 sebagai	 instrumen	 transformasi	 sosial	 yang	
menyelesaikan	akar	persoalan	kemiskinan	struktural	dan	ketimpangan	akses	terhadap	sumber	
daya	(Asa	et	al.,	2021).	Oleh	sebab	itu,	kebijakan	berkeadilan	dalam	kerangka	hukum	responsif	
memerlukan	 sinergi	 antara	 peraturan,	 institusi,	 dan	masyarakat	 sebagai	 pemilik	 kepentingan	
utama	atas	kelestarian	kawasan	hutan.	

Berdasarkan	prinsip	hukum	responsif	dan	kebutuhan	akan	kebijakan	yang	inklusif,	negara	
perlu	 merancang	 kebijakan	 multi-lapis	 yang	 tidak	 hanya	 menata	 kawasan,	 tetapi	 juga	
memperkuat	 hak	 akses	 dan	 kapasitas	 masyarakat	 dalam	 mengelola	 hutan	 secara	 legal.	
Rekomendasi	 konkret	 yang	 dapat	 ditempuh	 mencakup:	 perluasan	 skema	 perhutanan	 sosial	
melalui	percepatan	legalisasi	hak	kelola	masyarakat;	integrasi	reforma	agraria	kehutanan	dalam	
RTRW	dan	RPJM	daerah;	penyediaan	insentif	ekonomi	dan	teknis	bagi	warga	yang	terlibat	dalam	
reboisasi;	 serta	 pelibatan	 komunitas	 lokal	 dalam	 sistem	 monitoring	 berbasis	 komunitas.	 Di	
samping	 itu,	 penguatan	 kelembagaan	 KPH	 dan	 unit	 pelaksana	 perhutanan	 sosial	 harus	
diprioritaskan	 untuk	 memastikan	 keberlanjutan	 kebijakan.	 Rangkaian	 kebijakan	 ini	 penting	
untuk	memastikan	 bahwa	 hukum	 benar-benar	 hadir	 sebagai	 sarana	 transformasi	 sosial	 yang	
tidak	hanya	mengatur,	tetapi	juga	memberdayakan	masyarakat	secara	ekologis	dan	berkeadilan	
(Permadi	et	al.,	2022).	

Konsep	 hukum	 responsif	 menurut	 Nonet	 dan	 Selznick	 menekankan	 keterlibatan	 aktif	
masyarakat	dalam	pembuatan	dan	implementasi	kebijakan	sebagai	cara	menghubungkan	hukum	
dengan	 aspirasi	 publik	 (Sukmana	 et	 al.,	 2023).	 Dalam	 konteks	 hutan	 lindung	 Gunung Slamet,	
partisipasi	 ini	belum	maksimal	 terbentuk	secara	struktural.	Meski	ada	peluang	melalui	 skema	
perhutanan	sosial	dan	pembongkaran	dialogis,	pelibatan	warga	dalam	merancang,	mengevaluasi,	
atau	memantau	kebijakan	masih	sangat	 terbatas.	Penelitian	Rikaltra	dkk	menunjukkan	bahwa	
keberhasilan	 mitigasi	 deforestasi	 signiUikan	 jika	 masyarakat	 dilibatkan	 dalam	 model	 co-
management	 dan	 co-ownership,	 namun	 hal	 ini	 belum	 tercermin	 dalam	 tata	 kelola	 di	
Gunung Slamet	(Rikaltra	et	al.,	2023).	

Pemberdayaan	masyarakat	menjadi	tahap	lanjutan	yang	krusial,	yaitu	ketika	warga	tidak	
hanya	 dilibatkan,	 tetapi	 juga	 memiliki	 kapasitas	 hukum,	 teknis,	 dan	 kelembagaan	 untuk	
mengelola	 sumber	 daya	 secara	 mandiri.	 Studi	 Jun	 Harbi	 dkk	 mengenai	 pengelolaan	 Hutan	
Kemasyarakatan	 di	 Sumatra	 Barat	menyimpulkan	 bahwa	 pemberian	 hak	 akses	 dan	 pelatihan	
manajerial	meningkatkan	kemampuan	warga	dalam	mengelola	hutan	secara	berkelanjutan,	serta	
menurunkan	konUlik	 sosial-ekologis	 (Harbi	 et	 al.,	 2020).	Oleh	karena	 itu,	 pemberdayaan	 tidak	
sekadar	jargon,	melainkan	memerlukan	dukungan	nyata	berupa	pelatihan,	dukungan	pasar,	dan	
kelembagaan	lokal	yang	kuat	seluruhnya	masih	minim	di	latar	Gunung Slamet.	

Nilai	transformasi	sosial	dalam	hukum	responsif	menuntut	perubahan	paradigma	hukum	
dan	 kebijakan,	 dari	 hanya	 sebagai	 alat	 pengawasan	 menjadi	 agen	 perubahan	 sosial-ekologis.	
Negara	harus	mengakomodasi	sistem	pengelolaan	hutan	yang	mengedepankan	keadilan	ekologis	
dan	inklusi	ekonomi,	sebagaimana	dibuktikan	model	partisipatif	seperti	pengamanan	hutan	oleh	
ranger	 perempuan	 di	 Aceh	 yang	 menunjukkan	 efektivitas	 partisipasi	 lokal	 dalam	 konservasi	
ekologis	dan	kesejahteraan	masyarakat	(Milko	&	Alangkara,	2024).	Penerapan	model	seperti	ini	
dalam	konteks	Gunung Slamet	dapat	memicu	 transformasi	kelembagaan	dan	 sosial	 yang	 lebih	
nyata,	menjembatani	gap	antara	hukum	formal	dan	keadilan	substantif.	

Integrasi	hukum	dan	kebijakan	yang	bersifat	 transformatif	menuntut	pendekatan	multi-
sektoral	yang	menyinergikan	reforma	agraria,	kehutanan	sosial,	dan	mekanisme	regulatif	yang	
adaptif	 terhadap	 situasi	 lokal.	 Studi	Meli	 dkk	 dalam	 konteks	 forest	 and	 landscape	 restoration	
menekankan	adanya	empat	dimensi	tata	kelola	transformasional	integratif,	berbasis	data,	adaptif,	
dan	inklusif	yang	perlu	dijadikan	panduan	dalam	merancang	kebijakan	kehutanan	di	Indonesia	
(Aguiar	et	al.,	2021).	Pendekatan	ini	relevan	diterapkan	saat	menyusun	kebijakan	untuk	lereng	
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Gunung	 Slamet,	 di	 mana	 kerangka	 hukum	 harus	 dapat	 menampung	 kebutuhan	 lingkungan	
sekaligus	kepentingan	ekonomi	masyarakat.	

Salah	satu	jalan	integratif	yang	terbukti	efektif	adalah	penerapan	community	forestry	atau	
kehutanan	 masyarakat,	 yang	 tidak	 hanya	 memberikan	 akses	 legal,	 tetapi	 juga	 menyasar	
pemberdayaan	dan	partisipasi	aktif	warga	melalui	 sertiUikasi	kehutanan	(IFCC-KSK),	pelatihan	
teknis,	serta	keterlibatan	dalam	monitoring	dan	penataan	ruang	lokal	(Wikipedia,	2025).	Model	
sertiUikasi	semacam	ini	bahkan	telah	diujikan	dalam	skema	Hutan	Desa	di	Indonesia,	yang	mampu	
menurunkan	tekanan	deforestasi	secara	signiUikan	bila	didukung	dengan	dukungan	institusional	
dan	regulatif	yang	konsisten.	

Kebijakan	transformatif	 juga	harus	memasukkan	mekanisme	pengawasan	dan	pelaporan	
berbasis	 masyarakat	 (community	 monitoring),	 serta	 insentif	 ekonomi	 untuk	 konservasi.	
Pendekatan	semacam	ini	telah	diuji	dalam	model	ranger	perempuan	di	Aceh,	yang	menunjukkan	
bahwa	 integrasi	 antara	 partisipasi	 lokal,	 edukasi	 lingkungan,	 dan	 regulasi	 resmi	menciptakan	
pola	 konservasi	 yang	 lebih	 efektif	 dibandingkan	 penegakan	 standar	 represif	 semata	 (Milko	&	
Alangkara,	2024).	Model	ini	dapat	dijadikan	prototipe	untuk	Gunung	Slamet,	dengan	modiUikasi	
sesuai	karakter	wilayah	dan	budaya	lokal,	guna	menegakkan	hukum	responsif	secara	nyata.	

Sebagai	 simpulan	 pembahasan,	 terlihat	 bahwa	 penerapan	 hukum	 dan	 kebijakan	 yang	
transformatif	 tidak	 dapat	 dilepaskan	 dari	 integrasi	 antara	 regulasi	 formal	 dan	 strategi	
pemberdayaan	masyarakat.	Tanpa	adanya	kejelasan	akses	legal	(misalnya	melalui	sertiUikasi	atau	
izin	perhutanan	sosial),	serta	tanpa	mekanisme	pengawasan	komunitas	yang	responsif,	semakin	
besar	kemungkinan	 terjadinya	kekosongan	kebijakan	yang	berakibat	pada	perambahan	ulang.	
Oleh	 karena	 itu,	 integrasi	 antara	 regulasi	 formal,	 kebijakan	 partisipatif,	 dan	 pemberdayaan	
masyarakat	merupakan	fondasi	utama	bagi	negara	untuk	menjalankan	fungsi	hukum	responsif	
yang	mampu	menjembatani	 kesenjangan	 antara	 hukum	positif	 dan	 keadilan	 substantif	 dalam	
pengelolaan	konUlik	sosial-ekologis.	
	
SIMPULAN	

Penelitian	 ini	 menunjukkan	 bahwa	 penanganan	 perambahan	 hutan	 lindung	 di	 lereng	
Gunung	Slamet	masih	didominasi	oleh	pendekatan	hukum	administratif	dan	represif,	sehingga	
belum	 sepenuhnya	 mencerminkan	 karakter	 hukum	 responsif	 sebagaimana	 dirumuskan	 oleh	
Nonet	dan	Selznick.	Negara,	melalui	Perhutani	dan	aparat	pemerintah,	telah	melakukan	tindakan	
awal	berupa	penertiban	dan	rehabilitasi	kawasan,	namun	belum	disertai	kebijakan	lanjutan	yang	
mampu	menjawab	akar	persoalan	struktural,	khususnya	terkait	akses	legal	terhadap	lahan	dan	
keberlanjutan	ekonomi	masyarakat	sekitar	hutan.	Implikasi	dari	temuan	ini	menegaskan	bahwa	
efektivitas	hukum	kehutanan	tidak	cukup	diukur	dari	keberadaan	norma	dan	penegakan	sanksi	
semata,	melainkan	 juga	 dari	 kemampuan	 negara	menghadirkan	 kebijakan	 transformatif	 yang	
mengintegrasikan	perlindungan	lingkungan	dengan	keadilan	sosial.	Oleh	karena	itu,	penelitian	ini	
merekomendasikan	 perlunya	 integrasi	 prinsip	 hukum	 responsif	 ke	 dalam	 perencanaan	 dan	
kebijakan	 kehutanan	 di	 tingkat	 daerah,	 agar	 hukum	 berfungsi	 tidak	 hanya	 sebagai	 alat	
pengendalian,	 tetapi	 juga	 sebagai	 instrumen	 penyelesaian	 konUlik	 ekologis	 dan	 pencegahan	
perambahan	hutan	secara	berkelanjutan.	
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